
jpaten Bomljana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupate

ika Utara Pr vinai Sulawesi Tenggara (Lembaran Negar

Tahun 2003 Nomor 144, Lembaran Nej

iublik Indones^a Nomor 4339);7

ir 29 Tahun 2003 tentang Pemben

legara yang Bersih dan Bebas dari Kortipsi

s (Lembaran Negara Republik Indonesia

ir 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

ibjektivitas dan transparansi proses

egeri Sipil antar instansi pemerintah pada

aten Bombana perlu meneiapkan Peraturan

ikanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar

h pada Pemerintah Kabupaten Bombana;

m pertimbangan seba^aimana dirnaksud

etapkan Peraturan Bupati Bombana ten tang

si Pe^awai Negeri Sipil Antar Instansi

cmerintah Kabupaten Bombana.
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turan Pemerir|tah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

wai Negeri S pil (Lembaran Negara Republik Indonesia

in 2010 Norncr 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

nesia Nomor = 135);
turan Pemerir tah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian

!5tasi Kerja Peg^ iwai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

,aTahun 2|bl 1 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara

iblik Indonesi i. Nomor 5258);

n Menteri i>alam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

tukan Pro Suk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

a Tahun : IO15 Nomor 2036);

Pemerii ;tah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Negara Republik Indonesia Tahun 2016|

• 144, Tamljiahan Lembaran Negara Republik lnd<

•r 5887);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Daerah (Lembaran Negara Republik

15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

^Jomor 5679);

in Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan

:  Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

11, Tambahan Lembaran Negara Republik

^8) sebagaimana telah diubah beberapa kali

aturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015

Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah

177 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

5587), sebajjaimana telah diubah beberapakali terakhir

tidang Nomor  9  Tahun 2015 tentang

l Lembaran Negara Republik Indonesia

• Pemerintahai

i Tahun 201'

^or 23 Tahun 2014 tentai

Negara Republik lndone;

r 7 Tahu

il (Lembaran

llid

t Pemerinitur

ibahan Kedua

ang Pemerint

a Tahun:

ubhk Indoneai

(nor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

i Republik Indonesia Tahun 2014

in Lembaran Negara Republik Indonesia?r 6, Tambah

^r 5494);

mg-Undang Ni

rah (Lembaran

r 244, Tam

ig-Undang N<

i (Lembarai

^



in^ lembaga pemerinta

dan   kesekreega

^asall

Lksud dengan:

pusat dan i

iti ini yang di

tah adalah insi
Eidalah kement

lembagakesekrecaria

OTE] ITUAN UMUM

Menetapkan :  PBRATURAN  BUp'aTI  TENTANQ MEKAMISME HUTASI
PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR IN STAN SI PEMERINTAH

A PEMERINTAH KABUPATEN BOMB ANA.

ituran Bupati

delegasian W(
Naskah Dinajs dalam Bidang Kepegawaian di Lingkup

^rintah Kabup: iten Bombana.

13 Tahun 2014 tentang

m-61 Tahun 2013 tentang Kode

3 Tahun 2016

ngkat  Daerah

Cabupaten Bombana Nomo

dan  Susunan  Per

turan Daerah

ang  Pembenti

jaten Bombani

turan Bupati B ^mbana Ni

Pegawai Neger Sipil;

Bombs

turan Pemeri: itah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

ajemen Pegawa Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

nesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan lembaran Negara

iblik Indonesia Nomor 6037);

itusan Kepala 1 ladan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun

i tentang Pctunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan

lerintah Nome r 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

gangkatan, Peir indahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri

ii Daerah (iabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008

ang Urusan ffemerintahan yang menjadi Kewenangan

ipaten Bombar|ia;

14.lei

Ilti
15.I ei

Pei



mutasi PNS dilakukan s

BABtl

MAKSl D DAN TUJUAH

| :Pual2
l mi disusurt dengan tnaksud sebagai pedoman dalam

proses  pertnohonan mutasi  PNS pad a  Pemerintah

ig selanjutnya I disebut dengan formasi adalah

PNS yang dipe rlukan dalarn suatu satuan orga
elaksanakan ti ^as pokok dalam jangka waktu

ditunjuk oleh Kepala BKPSDM
pemohon mutaai masuk ke Peme

pemohon
lengisi formasi jabatan yang

PNS yang men^ ajukan permohonan mutasi

Pusat ataPNS d;
Bombana

han PNS dan Pemei
istansi Daerah lain

imindahan pega yea dari satu jabatan ke jabatan lain

gan

aerah di Lingkungan Pemer

Perangkat Daerah di Lmgku

kan PNS yang k^mpeten

ilah perpinda
•nerintahKabujjai
idalah perpin

utnya disingkat PNS adalah Warga Negara
tertentu,  diangkat  sebagai pegawai

i i etap oleh pejabat yang berwenang untuk

intahs n.
legara
an peme

Daerah adala l Kepal
paten Bomban*

n Bombana.

adalah Per

. Pelatihan yang selanjutnya
Kepegawaian, Pendidikan dan

Daya Manusia, vang

alah  Badan

pati Bombana.
Peng fcmbangan Sumber

[ntah Kabupaten Bomban

•rangkat daerah provi,

ingkat BKPSI
umber Daya Ma
epegawaian, Ptndidikan di

lain adaiah p
i/kotalainnji
bupaten Bombi

jl)   Peraturan E

penyelengga

Daerah lain ki
14.Mutasi  kelut r

Bombana ke I
15.Pemohon adal^r

16.Seleksi adal
untuk mendi

lowong.

17.Tim Seleksi
mdaksanakf
Kabupaten B<

18 Formasi PNS

untuk n

B|KPSDM adalahdisebut Kepals
Pelatihan Kabijip,

9.Perangkat Dap
Kabupaten Bojnl

10.Kepala Peran(
Pemerintah K^

ll.Pegawai Negei
Indonesia ya
Aparatur Sipi
menduduki,

12.Mutasi adaiah

13.Mutas

daerah kabupE
A Daerah adalah
5 Pemerintah Dapr.

6. Bupati adalah
. 7. Badan Kepeg
•J    selanjumya

Pengembangat
.8. Kepala Badan



uk dapa^ dila

il pemohon.

IS dilaksan

at dipantau

ansparan;

is; dan ..

sebagaimanel dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu

kukan tanpa iijitervensi dari pihak manapun dan dilayani

ig kompeten   I

transparanl sebagai dimaksud pada aya.t (1) huruf b

ak|an berdasarkan pertimbangan yang jelaa,

pr̂ >sesnya.

mi dimaksud pada ayat (1)  huruf c yaitu

^sanakan sesu^i tahapan yang telah ditetapkan.

dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu

PNS dapat ^iakscs dengan mudah melalui saluran

itetapkan.    I1

^bagaimark dimaksud pada ayat (1} huruf e yaitu

itasi PNS tidanidipungut biaya apapun.

BAB IV

PBRMO HONAH MUTASI

i Asm

ASAS

ungan kinerja organisasi  perangkat

^ngan  kompetensi scsuai kebutuhan

mm kesinan

sroleh PHS

Permohona

Pembina Kepega m

t
(1)Penyelenggar^a

a.profesio

b.objektif

\ -i      C,   prosedu: a'

d.  mudah

-. •,    e.  tanpa bi i;

(2)Asas proft
mutasi PNS ^̂

oleh pe

(3)Asas objektii'

yaitu t

terukur, dan

(4)Asas pros

(5)Asas mudat

proses

informa^



I r

l lanun;
cuti di luar  tanggungan Negaral

ditempatkan di Daerah;  ^B <̂ t fy

^ngabdi di Dae rah paling sedikit 4 (empat) tahun, keci

i^ a) tahun terakh r,
rr ah dan tidak ajedang menjalani hukuman disiplin tingkat

sedang,  atau  jerat  dan  tidak sedang dalam proses

pe^anggar^n disipHn dan/at^u pidana^

masa tugas belajar  atau tidak sedang

Ltuk mengabdi di instansi asal;

perceraian dan tidak sedang dalam

iagai PNS aktif;
ipetensi yang d butuhkan;

ng tinggi 5 (li ma) tahun sebelum i

pern

h. bersedia

i  bersedi^

mengiki

paling S'

pemen

f  tidak

Persyaratan ttiijtasi masuk yaitjj

keluar diciasa kan pada formasi dan masukan Kepala

:ara tertulis.

1|ABV
PERSYARAT^ fl DAN PROSBDUR

n Kesatu

Pe :syaratat

formasinya dapat langaung diterbitkan

ng tersedia fotmasinya kemudian mengikuti  tahapan

fasal6

oleh pemohoi:luar dilakukar

Perangkat Daerah

Permohonan mula

(1)Permohonan

seleksi.

(2)Permohonan

suratjawabai



l rumah

adiktif

dari dokter spesialis kejiw

otika, psikotropika dan•angan  beba^1 nar^
dokter pemei^intah;

sehat mhai

rangan sehat ja^mani dari dokter pemerintah;

. pihak tai

!rangan dari [ ejabat yang berwenang tidak mempunyai

Lbat berwenang belum pernah dan tidak
in  disiplin/pidana dan tidak  sedan g
rena dugaan pelanggaran disiplin/pidana

t>aik;
ditempatkan di seluruh wilayah Daerah

mengabdi di Daerah paling sedikit selama
!ditempatkan di Daerah, kecuali karena

2 (dua) tahun yang bermaterai cukup;

ikan mengajukan cuti diluar tanggungan
a 4 (empat) tahun setelah ditempatkan di

:up;
enuntut untuk diangkat dalam jabatan
ng telah menduduki jabatan struktural di

li cukup;
ejabat  yang  berwenang tidak sedang
in tidak sedang menjalani masa ikatan
;tansi asal;

ing di bank 

tahun sejak
suami paling si

lyataan tidak
ing sedikit se^
ig bermaterai c

lyataan tidak
bagi pemohon
dyangbermat

Tangan dari
tugas belajar

^ngabdi di

sakit

sura
lainny^

in stan:

menjals

i bersedi
m^terai cukup;

Ltaan bersedisurat pi

mengiki

ki te -angan dari pe

l ikah atau a^^ta cerai yang dilegaiisasi;

aurat  keputusaji konversi  nomer  induk pegawai

bagi yani r lemperoleh ijaz^ h selama menjadi PNS yang dilegaiisasi;

fotokopi ai rat keputusan j ibatan terakhir yang dilegaiisasi;
daftar rii 'a 'at hidup;I

fotokopi Si .saran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua)
ihir yang dilegaiisasi;

tu pegawai yane dilegaiisasi;"'  .  -[   ' *•

a dimak [ud pada ayat (1) dibuktikan dengan;

keputusan P' tngangkatan Calon PNS yang dilegaliaasi;

it keputusan p ingangkatan PNS yang dilegaiisasi;

keputusan p ingkat terakhir yang dilegaiisasi;

sah, transkrip nilai, dan izin belajar atau tugas belajar

iangkat meJyadi pejabat struktural;   .-

jaman uanlj di bank atau pihak lain;

li, rohani, daij; bebas narkotika, paikotropika dan

fotokopi

fotokopi

fotokopi

fotokopi

fotokopi

. tidak me

tidak me

i. sehat ja

adiktifla



ing dibutuhkan oleh BKPSDM

pegawai ya fig dilegalisasi; dan

l Prestasi Kerja PNS
abatan terakhir yang dilegalis^

5 diajukan kareija mengikuti suami; dan

snggaati atau kejelasan pengganti dari Kepala Perangkat

iu BKPSDM.
dikecualikan deJri persyaratan sebagaimana dimaksud pada

lemenuhi mas^ kerja selama 5 (Lima) tahun.

inistrasi mutati keluar yaitu;~:

endasi dari Kapala Perangkat Daerah;

at keputusan sengangkatan Calon PNS yang dilegalisasi;

at keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisasi;.,

it keputusan ^angkat terakhir yang dilegalisasi;.

izah terakhir ye ng dilegalisasi;•• ' .

terikat kewajiban mengabdi 5 tahun sejak diangkat sebagai

telah melewaa batas ikatan kewajiban mengabdi dapat

lapabila;     i

a  dimaksud pada ayat  (1)

korapetensi yang dimiliki pemohon

pemeriksaan karena pels,

JKSUai

da Perangkat Daerah;

tugas belajar; dang melaksanakai

ig  dalam pr >se*

isiplin/penjai

lutasi  keluar

ibila formasi

asikeluar;

it kewajiban m ^ngabdi di Daerah untuk jangka i

sedang dalam proses  perceraian yang

lang dalam permasaiahan keluarga dan
tri suami/istriyangbermateraicukup; dan

i dan diminta oleh tim seleksi.

ataan  tidak
kup; dan

taan tidak s

b.alasan

.    c  telah a

Daerah

(4)Mutasi keli

ayat (3} setel

(5)Persyaratai

a.   surat i

',Vv b. fotokop

g. fotokop

d.  fotokop

c.fotokop

f.fotokop

g.fotoko^

h.  fotoko^i

i.   berkas i

Persyaratan n .u

a.tidak

tertentu;

b.mendapi

c.tidak

d.tidak

hukuma

Persyarai

dikecualikan

telah tercuki

Bagi PNS ya

Calon PNS

direkomenda

menyetu.

berkai



-A

;at Daerah be^dasarkan permohonan mutasi melakukah

^ampaikan hasjlnya kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM;

isarkan pe^timbangan Kepala Perangkat Daerah

Lan aspek i formasi dan admimstrasi kemudian

hasilnya kepada Bupati   berupa telaah sta/  untuk

^komendasi;  I'

rkan   rejtomendasi   Bupati    menerbitksn

iratjawaban.  ,

utasi keluar kepada Kepalaperaika

•nerbitka

[imana dima^ aud padi

aban  sebagaimana  dimakaud  pads  huruf  c  berisi

dipergunakan  sebagai  dasar  pemohon memproses

n kepada Pejabit Pembina Kepegawaian asal,,,, ,a/'

ahonan oleh Peiabat Pembina Kepegawaian asal pemohon '•:,

nbma Kepegawaian asa! pemohon menyampaikan surat.

kepada Bup^ti atau dilakukan secara berjenjang sesuai..

ituan peratur în perundang-undangan;•;•

leiaksanakan s^leksi dan menyampaikan hasil sctekss kepads

ik mendapatka h rekomendasi[

lenerbitkan sur it jawaban berdasarkan rekomendasi Bupati,

^asal 12

:bagai benkut'

berda

rekornenda

yang dilampin dengan persyaratan

ipaikan haail ackksl kepa<$a:lel :si d<

ti dengan

ik mendapatka]

idakukan

Kepala BKPSI

PJnsal 12

:bagai berikuf

lan oleh pem< ihon sebagai berikut:

rat permohonan kepada Bup

rT

Prosedur permohi m

a.  pemohon mi

Perangkat D.

^. Kepala Pera

kajian dan n

C.  BKPSDM

melakukan

menyampai^ai

mendapatkf

d.  BKPSDM

rekomendas

dengan

BKPSD1

Bupati

BKPSD!

per

Prosedur permohc

11)  Prosedur pen

a. pemoho:

tembusaj

permohot

b BKPSDN

Bupati

^ BKPSDM
Bupal

d.  surat

persetujijia

permohi

(2)  Prosedur pe
sebagai benkjut

a.  Pejabai



ihmenge^^hu

meliputi:

atan  dilaksanakan untuk

iangjabatan.

isi  bidang  ja

cara.

;ensi komputer; dan

.ensi bidangjab^tan;

i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b

f>asal 17

dimaksud Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).

persyaratan   dan menekti kelengkapa

i dilakuka

Dleh pejaba

ditetapka

maksud dalam Pasal 15 huruf

asal 16

•Hakujdan

•asal 15

is Seleksi

bstanai sesuai

sebagaimana d

hata^.

]a dan aikap pe

itrasi,

k meliputi:

Jei

pjiragraf2

|kan oleh Kepala BKPSDM.

sanakan oleh Tim Seleksi

can kebutuhan

asal 14

ntuk dan diteta

ten seleksi dilai

susun berdasar

F

Matjen Seleksi
ragraf5

MUTASI MASUK

IABVI

ah perpindahannya ditetapkan

ft mutasi masuk dan keluar

isal 13

Pi

SELEKS]

ugaaannya sete

;an permohons

I

kemampuan b

Tes  kompe :e

c.   tea waw i

b.  tea kom ^

a.  tes kom j

Tes kompete l

;        (2)

berkas sebagaims n

tuk mengkaji sun

Seleksi administr. L

pemlaian k< s

penilaian ki i

tea kompet^ n

seleksi adm r

eksi mutasi mejs

Tim seleksi d

Penyusunan

Maten aeldtB

d.

c.

b.

a.

^-^     Se

# (3)
(2)
(1)

yang berwenang.

lempatan dan pi          pe

1_.       PNS yang menga



-•i-,^.-,8if,,^^jaM^^^abl

n memiliki kinerja dan rekam jejak^angl
^nggaran disiplin/pidana; dan           \

/pidana dan  tidak  sedang  menjalani

lerwenang belum pernah dan tidak sedang

n atas nilai dalam daftar pemlaian presiasi

dilakukan melalui:

Pasal 19

ja dan Sikap Penlaku

'aragraf 3

asil penelusurt

irenadugaanp.

kuman disipli

in dari pejabat

ehtian dan kaji

i sikap penlaki.

Penikian Kim

I
tap di bawah SO dinyatakan tidak memenuhi kompetensi

i nilai di bawtjh 60 dan telah melaksanakan Ces ulang

i m!ai di bawa^̂  60 dapat diberikan tes ulang sebanyak I

uh)

kompetenai komputer apabila mencapai

asal 18

fumana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5}

isud pada ayat (6) dilakukan melalui tatap

lah 60 (enam pi

ikan memenuh

sangat kurang

kurang; dan

cukup;

baik;

baik sckali;

computer sebai

agaimana dima

lohon.

uan berfikir  konseptual, motivasi,  dan

ituk  mendalami ke^nampuan  umum,

E ditentukan.

Rkukan untuk mengetahui kemampuan

kan melalui praktik komputer.

i sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dang, kemam

[aksanakan  u

batas nilai yar

komputeT d

computer dilaki

l tertulis.

bidang jabatf

baik.

berdasarkar

pemmksaa, i

menjalani  i

surat ketera l

kerja pegawt i

melakukan j e

i laian kinerja ^

komputer.

namun nilai

Peserta deni ;e

(satu) kali.

Peserta deni c

nilai paling n

Peserta dsnyte

e.   0 -44,

&.  45 - 59,'

c.   60-74,'

b.  75 - 89,'

a.  90 - 100

yaitu:

Bataa nilai t<

muka.

Wawancara ^

kepribadian p

kemampuan

Wawancara

komputer ses

Tes kompete

Tes kompeten

dilakukan set

Tes kompete

c.

b.

a.

Peri

(3)

(2)

in

*

(6)

(51
(4)

•



angka waktu 6 (enam) bulan.     J 3r JV

^J

persetujuan  permohonan  mutasi dapat 1

tnjangan untuk

rekomendasi
.ggal diterbitkai^:                                                                         (

^ersetujuan permohonan mutasi berlaku selama 6 (enam)

ksal22

mtasi; atau

na dimaksud pada ayat (3) berupa;

disampaikan  kcpada  Bupati   untuk

naksud pada ayat (2) disusun oleh BKPSDM

in.

^an;atau

tan;

permohonan m

n permohonani

upati sebagaim;

^komendasi.

kajian  yan

sebagaimana d.

t dipertimbangk

it dipertimbang

tt dipertimbane

mutasi masuk ^ebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

•timbangkan,

dan

an dengan mempertimbangkan^

asal21

1 Penilaian

•aragraf 5

psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

rwenang terdin atas.

secara administratif berdasarkan surat

pasal 20

\n Kesehatan

ragraf4

sikap penlaku

mpetensi,

unistrasi,

asi,

i masuk dilaku

Has

lebas narkotika

ehatjiwa, dan

ehatjasmam;

i dokter yang b<

dilaksanakan

Penila

P

dibenkan pe •]

Masa berlaki
bulan sejak a

Rekomenda: i

b  penolak u

a.  persetu u

Rekomendas

mendapatka i

dalam ben' u

Hasil penilai^ n

d.  tidak da ^

c.   belum d i

a.  dapat di >

Hasil penilaifi

e    kesehati

d   kinerja <

c.   hasil tes

b  seleksi a

a   kajian ft

Penilaian mu

urat keteranga

urat keteranga

urat keteranga

(21

(11

(•>

(31

(2)

(11

*

c.

b.

a

keterangan schat i

daian kesehatPe

*•



| BABVIU
haJsil pehilaian

l 'pasa!26  •   '

ipaikan kepadk pemohon secara tertulis melalui:

asi masuk diklrimkan melalui jasa pengiriman; da

mutasi keluan! disampaikan melalui Kepala Pen

Limana dimaks idpadaayat (1) yaitu: .-....'*

timbangkan; allau, . '• •    "' •   ;^. '

dipertimbangkWi.'' ' ' ^• •

si keluar dap^t melanjutkan proses/tahapan berikutnya

^atkan penilaian dapat dipertimbangkan.

impcrtimbangkan hasil kajian formasi dan

insi  sesuai p^rsyaratan dan meneliti

laksud dalam Pasal 10 ayat (i), ayat (2),

Hasil penilai

a.bagi pemohon

b.bagi  pemoho

Daerah.

SELEKSI HtlTASI KELUAR

dia formasi lowt ng; dan

belum masa bei fakunya rekomcndasi berakhir.

•komendasi set figaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat

Seleksi mutasi kf

b. pem'laian.

Kajian mutasi  lie]

dilakukan dengs i

kelengkapan be

ayat f3), dan aya

(1)  Penilaian dilak

^3)  Perpanjangi

diberikan de





Jurnlah Peg^wai ^eg^ri Sjpil yang pindah Keiu^r ^  seperti va^gterlihat p^da gra îkdi atas, dirnana

p^da Tahun 2018 tangea 31 Oktober sebanyak 10 orang dari 12 Bef kas yang Meneusul Pindah Keluar,

untuk jumlah pegawai ^cara keseluruhan sebanyak 3339 Orang PNS, alau 0,30 % dari  jumlah pnS

yang ada di Kabupaten Bombana

KET

10PINDAH KELUAR

URAIAN

Jumiah Pegawai Negeri Sipil yang pindahMasuk,seperti yangterlihat pada graFlkdi atas, dimana
pada Tahun 2018 tangga 31 Oktobet banyak9 orangdari 14 Berkasyang Mengusul, untukjumlah

pegawai secara k^eluruhan sebanyak 3339 Oran^ PNS, ^tau 0,27 % darl  jumlah PNS yang ada di

KET

10
3339

JUMLAH

PINDAH MASUK
IUMLAH PFGAWAI

URAIAN

REALISASI PINDAH WILAYAH KERJA MASUK DAN KELUAR TAHUN 2018



KET

46
3533

JUMIAH

PINDAH KELUAR
JUMLAH PEGAWAI

URAIAN

Jumlah Pegawai Negeri Siptl yan^ plndah Masuk, sepertiyangterlihat pads grafik di atas, di
padaTahun 201^ ^eba^yak 26 orang, untLik jumlah pegawai secara k^sEljruhan sebanvah 358

Orang PNS, atau 0,73 % dart  jumlah PN5 vang ada di Kabupaten Bombana

26
3583

JUML6H

PINDAH MASUK
JUMLAH PEG^WAI

URAIAN

REAUSASIPINDAH WILAYAH KERJA MASUK DAN KELUAR TAHUN 2017



Jumlah Pe^avjai Negeri Sipil Pada'Tahun ^016 sebanyalc3870 orang, dencm berahllnya dan
atau mejebiirnya Sebagian OPD dilingkjp Kabupaten Bombana, Provin^ dan Pusat sehmgga PNS

daera^ yang b r̂alih ke orovinsi da^ kementrian Susua! PERKA BKN Nomor 48 Tahun 2015 dan

Perka No. 4S T^liun 2015 sebagai berikut:

Pengawas Pertambangan 12 Orang

inspektur Listr jk 1 Orang
Dinas Kehutanan 42 Orang dan
Ten^ga Guru SMA Dan SMK 386 Orang Sehingga berjumlah 441 Orang
Jadi untu prentase Pegawai Pindah pluar pada tahun 2016,11^40 % darl  jumlah PNS yang ada dl

Jumlah Pegewai Negerl ^pil yang ipindah Masuk.sepertiyangterl inat padagraflkdi atas,
dimana pada Tatiun 2016 sebanyak2S orang, untukjumlafi pegawai secata keselunjhian

bana.

PERSENTASE PINDAH MASUK

19
3870

PiNDAH MASUK

jUMLAHPEGAWAl

RJAMASUK DAN KELUARTAHUN 2016IJ    fSIPINDAHWILAYAttKEI


